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LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual SMAP Pengadilan Negeri Pontianak
Kelas |IA berdasarkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan
bahwa dalam proses implementasinya tingkat penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat
tercapainya sasaran secara efektif.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya
membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan
pengadilan yang agung (Court of Excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen
Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print)
Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak
Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-
cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan
pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework of Courts Excellence). Kerangka ini
terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu:
pengarah/pengendali (driver), sistem dan penggerak (system and enabler), dan hasil (result).
Sebagai fungsi pengarah adalah area:

1. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN;

Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area:

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN;

3. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA-PRASARANA DAN KEUANGAN,;

4. PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN,;

Sedangkan fungsi hasil dalam area:

5. KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN

6. PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU

7. KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (court excellence
framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan
kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan antara lain: visi
dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil peradilan. Oleh karenanya,
diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses sosialisasi yang komprehensif dan
terstruktur.
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Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri
Pontianak Kelas IA telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan
tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem
kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas Sumber Daya
Manusia/Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang
sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan
memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan
menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak
Kelas IA, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah
Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan
reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Pontianak
Kelas IA .

Sebagai komitmen Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk memberikan layanan yang
lebih baik tanpa penyuapan dan korupsi, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA akan menerapkan
juga Sistem Manajemen Anti Penyuapan yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk
merefleksikan tata kelola international yang baik dan terhindar dari risiko penyuapan dalam
pelayanan terhadap pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen
manajemen anti penyuapan yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem
manajemen anti penyuapan. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Sistem
Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016.

B. Pengertian Dan Kebijakan Umum

1. Pengertian Penyuapan

Pengertian Penyuapan menurut ISO 37001:2016 adalah tindakan menawarkan, menjanjikan,
memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apa pun
(berupa keuangan atau nonkeuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi,
merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk
orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang
tersebut. Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi, tetapi
standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional
untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan.

2
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2. Pengertian Korupsi

a. Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering ditangani aparat penegak hukum

adalah tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasal 2 dan pasal 3, yaitu sebagai
berikut:

1)

2)

Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara.

b. Jenis Korupsi berdasarkan definisi di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20
Tahun 2001 dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis yakni yang terkait dengan:

1)
2
3)
4)
5)
6)
7)

Kerugikan Keuangan Negara
Suap-Menyuap

Penggelapan Dalam Jabatan

Pemerasan

Perbuatan Curang

Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Gratifikasi

3. Kebijakan Umum

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengambil pendekatan zero-tolerance (sebuah

kebijakan yang memberikan hukuman ketat bagi para pelanggar suatu aturan, dengan tujuan
menyingkirkan para pelanggar tanpa pandang bulu) terhadap segala jenis dan bentuk praktik
penyuapan dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

Hukum dan Keadilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang

menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |A tidak menerima penyuapan, baik secara langsung

maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, meminta, menerima,
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menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam

bentuk uang tunai dan/atau lainnya) atau pengaruh yang tidak tepat dalam berurusan dengan

kegiatan pengawasan dan/atau pengadaan barang/jasa, atau dengan pejabat pemerintah atau

pejabat publik yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam

menjalankan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Semua pegawai dan

pihak terkait wajib mematuhi kebijakan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

kegiatan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas A dilakukan dengan penuh integritas terkait
dengan hal-hal berikut:

a.

Penipuan dan Pemerasan (Fraud and Extortion)

Penipuan dan pemerasan adalah tindak pidana, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

melarang setiap pegawai melakukan permintaan langsung atau tidak langsung untuk

atau penerimaan keuntungan apapun, melalui penipuan atau sebaliknya hal-hal yang

terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

Komisi, rabat, potongan harga (diskon) dan penerimaan lain untuk kepentingan pribadi

dan/atau organisasi

1)

5)

Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain yang timbul dari pelaksanaan APBN,
dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat dinilai dengan uang untuk
kepentingan pribadi adalah pidana.

Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang dapat dinilai dengan uang yang secara langsung atau tidak langsung
terkait dengan kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa
dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara.

Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain yang diterima dalam bentuk uang
harus disetor ke Rekening Kas Negara dan dibukukan sebagai pendapatan negara.
Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain yang diterima dalam bentuk barang
harus diserahkan kepada negara dan dicatat sebagai Barang Milik Negara.
Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA melarang setiap pegawai dengan dalih
apapun dan dengan cara apapun termasuk menyembunyikan komisi, rabat,
potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat
dinilai dengan uang untuk kepentingan pribadi pegawai dan/atau organaisasi.

Mark-up nilai’lharga, Pengadaan/pengeluaran Fiktif, Pembuatan Bukti Pengeluaran yang
tidak benar.



WA17-

Nomor - | U1/01/MM/OT.00/01/06
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 12022
KELAS 1A Tanggal ,
Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pembuatan 20 Juni 2022

Pontianak Tanggal Revisi
Fax: (0561) 763214-763196 R
Website: http://pn-pontianak.go.id HBS
Email: pengadilannegeriptk@gmail.com | Tanggal Efektif : | 20 Juni 2022
Ketua Pengadilan
Disahkan Oleh : | Negeri Pontianak Kelas
IA
MANUAL SMAP

Mark-up nilailharga, pengadaan/pengeluaran fiktif ~dan pembuatan  bukti
pengeluaran/pembiayaan yang tidak benar adalah tindakan pidana. Pengadilan Negeri
Pontianak Kelas |A melarang setiap pegawai dengan dalih apapun merancang, membuat
dan melakukan mark-up nilai/harga, pengadaan/pengeluaran fiktif dan pembuatan bukti
pengeluaran/ pembiayaan yang tidak benar.

d. Penyuapan (Bribery)
Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA melarang semua bentuk penyuapan. Penyuapan
adalah penawaran langsung atau tidak langsung, menjanjikan, memberi, menerima atau
meminta keuntungan finansial (uang) atau lainnya yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan kegiatan tidak semestinya baik terkait kegiatan pengawasan maupun
kegiatan pengadaan barang/jasa dan/atau kegiatan lainnya.

e. Penggelapan (Embezzlement)
Penggelapan adalah tindakan pidana. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA melarang
pegawai sesuai dengan jabatannya melakukan penyalahgunaan atau pengalihan harta
atau dana (uang) yang secara hukum dipercayakan kepada seseorang berdasarkan
posisinya. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA juga melarang pegawai sesuai dengan
jabatan yang percayakan kepadanya memberikan dan/atau meminjamkan harta atau
dana (uang) kepada seseorang untuk kepentingan pribadi.

f. Benturan Kepentingan (Confiict of Interest)

Setiap pegawai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA harus menghindari konflik
kepentingan, menjalankan tugasnya dengan sungguh- sungguh, profesional, menjunjung
tinggi integritas dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
Setiap pegawai tidak boleh menyalahgunakan jabatannya dan/atau kewenangannya,
menyalahgunakan pengetahuan rahasia yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi atau
pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada
kaitannya dengan tugas dan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

C. Isu Internal dan Eksternal

Dalam menyusun Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini, Pengadilan Negeri
Pontianak Kelas IA mempertimbangkan isu internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:
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1. Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan peradilan yang harus
mendapat perhatian khusus, adalah:

a) Keterbatasan sarana dan prasana peradilan
b) Keterbatasan tenaga Hakim yang sesuai kompentensi bidang
c) Budaya masyarakat

2. Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:
a) Pengelolaan sumber daya manusia,
b) Pengelolaan sumber daya keuangan,
c) Pengelolaan sarana dan prasarana,
d) Pengelolaan teknologi informasi,

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi
pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk menjaga dan mengembalikan
kepercayaan publik kepada pengadilan. Isu-isu tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

e

Konteks Isulnternal { Isu Eksternal i

Organisasi il AETES | cel S M
' Strength . Weakness | Threat . Opportunity

"Ukuran, struktur ~ » Seluruh tugas  » PN Pontianak s Intervensi dari e Adanya dukungan

' dan pendelegasian | dan mengalami ;_ pimpinan / | yang positip dari
Iwem.renamg.) kewenangan kendala untuk | lembaga lain | Pengadilan Tinggi |
' pengambil I. pengadilan 5; memenuhi ' dalam | dalam penerapan |
keputusan dari ' yang ada telah | kebutuhan pengambilan . SMAP dan sistem
organisasi . didelegasikan '1 tenaga Hakim, i keputusan di lain yang telah I

| dan dibagi habis | PP, Jurusita ' pengadilan | ada di pengadilan
| serta telah | dan pegawai | '

| termuat dalam | yang i |

' struktur | diperiukan, !

| organisasi di | karena tidak '
i Pengadilan bisa i I
| ' Negeri ' melakukan , | |
| | Pontianak perekrutan i :
i | | kekurangan | ' |
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| tenagayang |
| dibutuhkan l
secara mandiri . :
E_I:E)T(égi_dah sektc_:-r"";-" - 1;_________.________ '?:'é'tfllitﬁy'a }-Dengan adanya
' dimana organisasi EPengadilan %Luas, dan } pengawasan | keberadaan |
itu beroperasi atau | Negeri !prototype terhadap Pengadilan Negeri |
I antisipasi iPoniianak Egedung masyarakat | Pontianak di jalan
pengoperasian 'mempunyi 2 gPengadiIan . yang keluar | utama kota
' I(gec:lung) berada é:Negeri ' masuk ponianak,
ch salah satu iPontianak !: gedung I memudahkan
Ejallan utama kota gkurang i pengadilan masyarakat
‘pontianak imemenuhi . dan pencari keadilan
| %standar I; pengamanan mengakses lokasi |
5 : dari ancaman | Pengadilan Negeri
. | I pihak luar Pontianak. |
' ! | karena lokasi |
! . gedung
§ { pengadilan
- yang |
i ; | ' terpisah. |
Sifat, skaladan 'f.'P_e'r{érig'ahan" » Jumlah ' Kurangnya | Pelayanan
kompleksitas dari perkara sudah | perkara yang ' pemahaman Informasi kepada
 aktivitas dan . diatur dalam ada di PN : masyarakat masyarakat dapat
operasi organisasi I SOP pontianak tentang meningkatkan
» Terdapat mencapai kendala kepercayaan
kekhususan | 2000lebih | layanan di publik dan
| pengadilan tidak | pengadilan, pemahaman
_ (PHI, Tipikor, i sebanding !! terutama ' kemudahan _
| Perikanan) ! dengan jumlah ! terkait dengan @ terhadap prosedur ':
| | ' hakim dan : keterbatsan layanan di |
| : panitera tenaga hakim iPengadiIan Negeri

! dan penaitera Pontianak
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' pengganti . pengganti
yang, ada. yang |
| :. ' terbatas.. |
' Model bisnis e Pengadilan ‘e Pengetahuan | Sebagian e Saran dari
| organisasi - memberikan pel dan : masyarakat | masyarakat
i ayanan publik | pemahaman | dan pencari fl pencari keadilan
" melalui | terhadap  keadilan ' yang
. mekanisme :_ fasilitas | kurang masukmelalui
' FTSP. : layanan yang ' memahami | beberapakanal

' Entitas dimana

| organisasi

' mempunyai kendali

terhadap
| organisasi

o Memiliki co-

 working space

| dan e-court

| corner

» Pengadilan

- Negeri
Pontianak
berada dalam
| pengawasan
Pengadilan

Tinggi

| Pontianak,

MA RI

ada oleh : adanya
I; petugas di I perbedaan
| PTSPtidek | mekanisme
| merata, Elayanan
| sehingga keadilan dan
| menyebabkan | layanan publik
kurangnya yang ada di
| pemanfaatan | Pengadilan
layanan : Negeri
tersebut. EPontianak.
 Kemandirian | Konsultasi
' Pengadilan | yang tidak
| Negeri ! berjalan baik
: Pontianak dengan
: sebagai pengadilan
pegadilan tinggi
: tingkat pontianak
| pertama dapat | dapat
| mempengaruhi

Badilum, Bawas ' dipengaruhi

' dalam
| pengambilan
| putusan.

- pada kegiatan
| di Pengadilan

i Negeri
Pontianak.

|
aduan/ saran,
| dimanfaatkan
| untuk peningkatan |

dan perbaikan

| serta inovasi

i
|

dalam layanan
publik

« Bimbingan dan

" konsultasi serta

dukungan dari ;
Pengadilan Tinggi |
Pontianak ,
Badilum dan
Bawas MA RI
dapat
meningkatkan

. penerapan SMAP

di lingkungan

Pengadilan Negeri |
Pontianak |
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' Rekan bisnis i' Pengadilan
| organisasi Negeri
' Pontianak

menjalin rekan

| seluruhnya
| penetapan
| pemilihan

STGKE

. berpotensi
| menawarkan
fasilitas dan

s Rekan bisnis

| Peningkatan

komitmen tentang
' anti penyuapan
rekan bisnis

 bisnis sesuai rekan bisnis | imbalan | dilakukan pada
' dengan | dilakukan oleh | kepada  saat pembuatan
' ketentuan ' Pengadilan | Pengadilan . perjanjian kerja
| dalam peraturan Negeri l Negeri sama.
| pengadaan ' Pontianak. ' Pontianak
' barangljasa. ?_ : |
"Sifatdan interaksi » Pengadilan i"Két’éfbé{éééh__}_A'&éﬁié"""" ~ Terciptanya
' dengan pejabat ' Negeri fasilitass dan | kedekatan l hubungan baik
| publik. Pontianak | anggaran | dengan l dengan pihak
memiliki hubung | untuk ' instansi lain eksternal dapat
an dan kerja ' mendukung dapat ' membangun citra
' sama yang baik | urusan diluar menimbulkan | baik pengadilan
| dengan kedinasan  konflik ' dan
' Forkompinda | Pegadilan | kepentingan | komitmen bersam
| dan instansi Negeri dan pihak .i a dengan instansi
' lainnya di Kota Pontianak. : tersebut lain untuk
 Pontianak i. meminta - menciptakan
| ‘ bantuan jika " layanan publik
' terdapat suatu | yang berintegritas
perkara. 5
Peraturan | Adanya | Kurangnya  sAdasebagian @ Adanyaharapan |
I perundang- | beberapa pemahaman ‘ masyarakat | masyarakat
' undangan, regulasi l peraturan oleh Hakim | yang mudah terhadap
 kontrak serta I_ berupa Perma, | dan pegawai . melaporkan | peningkatan
'SEMA,SKB | dilingkungan | atau : pelayanan publik




WA17-

Nomor - | U1/01/MMOT.00/01/06
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 12022
KELAS 1A Tangaal )
Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pembuatan 20 Juni 2022

Pontianak

Tanggal Revisi
Fax: (0561) 763214-763196

Website: http://pn-pontianak.go.id ezl e
Email: pengadilannegeriptk@gmail.com | Tanggal Efektif © | 20 Juni 2022
Ketua Pengadilan
Disahkan Oleh : :iegeri Pontianak Kelas
MANUAL SMAP
' kewajiban dan tentang | Pengadilan | mengaduan | oleh Pengadilan
' tugas profesional | penanganan i Negeri ' terhadap ! Negeri Pontianak |
’  perkara, I; Pontianak ' Hakim dan ! sangat tinggi; '
| penanganan Etentang peagawai saat
' disiplin dan peraturan : menangani I

ikode etik untuk ;penanganan . perkara, tanpa |

' Hakim dan ' perkara, ~ dilengkapi i
i pegawai di disiplin dan ! dengan data | I
' lingkungan | kode etik . data dukung
| peradilan. | untuk Hakim | yang memadai
' dan pegawai |
l di lingkungan .
!, peradilan. ' :

D. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Secara Umum melalui Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA telah mengidentifikasi para pihak
yang terkait sebagai berikut:

NO. PARA PIHAK PERSYARATAN /| HARAPAN

1. | Mahkamah Agung a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015

RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

b. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

c. Membangun citra positif pengadilan dengan
melaksanakan pembaharuan kebijakan pada badan
peradilan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan
peradilan yang agung atau Court of Excellence Adanya

perwujudan Peradilan Yang Agung.

10
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Terdakwa / Pencari |a. Adanya pemahaman dan kemudahan tentang
Keadilan / Pengguna pengaduan;
Pengadilan b. Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu dan
biaya ringan;
c. Adanya rasa keadilan dalam berperkara;
d. Adanya transparansi di persidangan
e. Adanya keterbukaan informasi di Pengadilan.
f. Peningkatan sarana umum di Pegadilan Pontianak
Negeri Pontianak
Penasihat Hukum a. Penyampain petikan/ salinan putusan tepat waktu,

b. Jadwal persidangan sesuai waktu yang ditentukan di

SIPP;
c. Adanya keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri
Pontianak
Kejaksaan a. Undang - undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI
b. Adanya kemudahan dalam proses pelimpahan perkara,
c. Penyampain petikan tepat waktu
Penyidik : a. Undang - undang Rl Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian/ Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PSDKP/PPNS b. Adanya kemudahan proses penetapan ijin penggedahan
dan penyitaan
Rutan, Lembaga a. Undang - undang Rl Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan Pemasyarakatan.
b. Adanya kemudahan mendapatkan informasi yang akurat
| kerjasama tentang kepastian jadwal persidangan agar
Terdakwa dapat hadir tepat waktu;
c. Adanya ketepatan dalam hal penetapan penahan/
perpanjangan penahanan,;
d. Penyampain petikan putusan tepat waktu;

11
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7. | Media Massa a. Undang —undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang

Pers.

b. Adanya keterbukaan dan kemudahan mendapatkan
informasi di Pengadilan

8. | Pihak lainnya : a. Adanya kemudahan mengunjungi persidangan
e dalam perkara b. Adanya kemudahan mengadakan penelitian di
anak sebagai pengadilan
korban tidak
pidana

e Penilitian hukum

Dalam manual SMAP ini Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA juga telah menuangkan lebih
lanjut para pemangku kepentingan yang terkait dalam upaya memahami bagaimana memberikan
pelayanan terbaik tanpa penyuapan. Adapun kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang

kami petakan pada masing-masing fungsi adalah sebagai berikut:

Ketua
PEMANGKU KEBUTUHAN HARAPAN
KEPENTINGAN (NEED) (EXPECTATION)
(STAKEHOLDER)
Wakil Ketua Pendelegasian Adanya keterlibatan peranan dalam setiap
wewenang pengambilan keputusan yang bersifat
administrasi
Hakim Penanganan perkara | Terwujudnya pendistribusian perkara secara
proposional
Panitera Penunjukkan Majelis | Penunjukkan Majelis Hakim lebih dipercepat
hakim
Para Panitera Muda | SDM Diusulkanya penambahan pegawai sebagai
staff para Panmud
Sekretaris Anggaran Pengusulan kebutuhan dan atau

penambahan anggaran dapat dilakukan
dengan segera

12
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Wakil Ketua
PEMANGKU KEBUTUHAN HARAPAN
KEPENTINGAN (NEED) (EXPECTATION)
(STAKEHOLDER)
Ketua Pembinaan Pembinaan secara rutin kepada para Hakim
dapat dilakukan secara terus menerus
Hakim Pengawasan bidang Dilakukannya rapat monev hasil pengawasan
bidang sebelum dilaksanakan rapat bulanan
Panitera Pengawasan Bidang | Terdapat penyampaian hasil pengawasan
bidang kepaniteraan untuk bahan rapat
berjenjang sebelum dilakukannya rapat dinas
bulanan
Sekretaris Pengawasan Bidang | Terdapat penyampaian hasil pengawasan
bidang Kesekretariatan untuk bahan rapat
berjenjang sebelum dilakukannya rapat dinas
bulanan
Hakim
PEMANGKU KEBUTUHAN HARAPAN
KEPENTINGAN (NEED) (EXPECTATION)
(STAKEHOLDER)
Ketua Penyelesaian Majelis Hakim bersidang sesuai Hukum
penanganan perkara | Acara dan SOP dengan memperhatikan
faktor kecepatan dan ketepatan waktu
penyelesaian perkara
Wakil Ketua Pengawasan Bidang | Pengawasan bidang agar dilakukan secara

sungguh sungguh dan tepat waktu serta
segera melaporkan hasil pengawasan
tersebut sebelum rapat bulanan

Panitera Pengganti

Persidangan

Pemeriksaan dalam persidangan lebih tepat
waktu

13
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Panitera
PEMANGKU KEBUTUHAN HARAPAN
KEPENTINGAN (NEED) (EXPECTATION)
(STAKEHOLDER)
Ketua Penunjukkan Panitera | Penunjukan Panitera Pengganti dilakukan
pengganti dengan segera setelah ada penunjukkan
Majelis Hakim oleh Ketua
Wakil Ketua Pengawasan Bidang | Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
bidang dilakukan dengan segera
Hakim Penunjukkan Panitera | Penunjukkan Panitera Pengganti secara

pengganti

cepat sesuai dengan kualifikasi perkara,
agar Hakim dapat segera menetapkan hari
sidang dan persidangan dapat dilakukan
sesuai ketentuan yang berlaku

Panitera Pengganti

Pengurangan beban
tugas

Penunjukkan sebagai Panitera Pengganti
dilakukan dengan memperhatikan beban
tugas yang telah ada pada masing masing
Panitera Pengganti

Juru sita/ Juru Sita Dukungan Terdapat kendaraand inas khusus juru sita/

Pengganti Operasional juru sita pengganti yang dapat dioperasikan
padaa saat cuaca buruk (musim hujan/
banijir)

Para Panitera Muda
PEMANGKU KEBUTUHAN HARAPAN
KEPENTINGAN (NEED) (EXPECTATION)

(STAKEHOLDER)

Ketua Sumber Daya Manusia |e Dilakukannya analisa beban tugas oleh
setiap Panmud sebagai dasar pengusulan
penambahan staf masing masing Panmud

e Peningkatan pengetahuan dan kinerja
Panmud dan staf

Wakil Ketua Integritas Terwujudya integritas yang baik dalam

pelaksanaan fungsi Panitera Muda

Hakim Minutasi Perkara Adanya akurasi dan kepastian pelaksanaan

penerimaan kembali berkas perkara yang
telah diputus oleh Majelis Hakim dan
diminutasi oleh para Pantera Pengganti

Panitera Kinerja Pelaksanaan fungsi sebagai Panitera

pengganti sesuai S,0.P yang telah ada

Sekretaris Adminitrasi Sebagai ASN disamping pelaksanaan fungsi

Kepegawaian yang ada agar tetap melengkapi kewajiban
administrasi kepegawaian yang dibutuhkan
oleh Subbag Kepegawaian dan Ortala

14
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Juru Sital Juru Sita Pengganti
PEMANGKU KEBUTUHAN HARAPAN
KEPENTINGAN (NEED) (EXPECTATION)
(STAKEHOLDER)
Ketua Pelaksanaan relas dan | Terlaksanannya tugas juru sita/ juru sita
eksekusi pengganti secara profesional sesuai S.0.P
yang telah ada
Wakil Ketua Integritas Terwujudnya integritas yang baik dalam
pelaksanaan fungsi juru sita/ juru sita
pengganti
Hakim Pelaksanaan relas Relas secara profesional dan sesuai S.0.P
Panitera Relas dan eksekusi Relas secara profesional dan sesuai S.0.P
Sekretaris
PEMANGKU KEBUTUHAN HARAPAN
KEPENTINGAN (NEED) (EXPECTATION)
(STAKEHOLDER)
Ketua Sarpras dan Anggaran | Adanya peningkatan anggaran dan sarana
prasarana yang dibutuhkan oleh Pengadilan
Wakil Ketua Bidang Pengawasan Tindak lanjuti rekomendasi hasil
pengawasan bidang dilakukan dengan
segera
Hakim Pendukung Tersedianya alat tulis kantor ATK) dan
Persidangan perangkat persidangan yang memadai
Panitera Muda ATK dan IT e Terpenuhinya alat tulis kantor (ATK) di
setiap ruang Pamud
¢ Terdapat sarpras IT untuk mewujudkan e
register dan survey kepuasan pelayanan
secara on line
Panitera Pengganti | ATK

Tercukupinya alat tulis kantor (ATK) untuk
mendukung administrasi perkara
persidangan

Para Kasubbag

Sumber Daya Manusia

Adanya penambahan pegawai staf untuk
masing masing Panmud
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Para Kasubbag
PEMANGKU KEBUTUHAN HARAPAN
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Ketua Sumber Daya Manusia | Adanya peningkatan kinerja masing masing
Kasubbag
Wakil Ketua Sumber Daya Manusia | Adanya peningkatan kinerja masing masing
Kasubbag
Hakim Informatika dan Terwujudnya sarana teknologi yang
teknologi memadai untuk mendukung persidangan on
line
Panitera Informatika dan Terwujudnya sarana teknologi dan sarana

Teknologi serta Sarana
Prasanara

prasana yang memadai guna mendukung
tuga tugas kepaniteraan

Panitera Muda

ATK dan IT

Tersedianya Alat tulis kantor dan
terwujudnya dukungan IT untuk mendukung
tuga tugas para panitera muda

Panitera Pengganti

ATK dan IT

Tersedianya Alat tulis kantor dan
terwujudnya dukungan IT untuk mendukung
tugas panitera pengganti dalam
penyelesaian administrasi perkara
persidangan

Sekretaris

Kinerja

Tercapainya sasaran kinerja yang telah
ditetapkan pada masing masing bidang
subbag

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan diselaraskan dengan Sistem
Manajemen Mutu Standard Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum - ICPE untuk Pengadilan
Negeri Pontianak Kelas IA meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi
seluruh unit di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |A , meliputi:

1. Manajemen peradilan;
Administrasi perkara;
Administrasi persidangan;
Administrasi umum,;
Pelayanan publik;
Pengelolaan Kas
Pengadaan barang dan jasa

® NP AW N

Pengawasan
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9. Penanganan Pengaduan
Adapun unit di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang melaksanakan kegiatan
pelayanan adalah:
1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim/ Majelis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Kepaniteraan, yang terdiri:
Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Pidana
Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi

~ 0 a0 oo

Panitera Muda Perikanan.
g. Panitera Pengganti
6. Panitera Pengganti
7. Kejurusitaan
a. Jurusita
b. Jurusita Pengganti
8. Kesekretariatan, yang terdiri:
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

F. Visi

Visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah

TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG AGUNG

17



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KELAS 1A
Jalan Sultan Abdurrahman No. 89
Pontianak
Fax: (0561) 763214-763196
Website: http://pn-pontianak.go.id
Email: pengadilannegeriptk@gmail.com

WA17-

Nomor U1/01/MM/OT.00/01/06
12022

;Z:nglgf;tan 20 Juni 2022

Tanggal Revisi

Revisi Ke

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Negeri Pontianak Kelas
A

MANUAL SMAP

G. Misi

Misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |IA adalah:

r

W

o

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi di Pengadilan Negeri Pontianak

J

H. Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan.
Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya
mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan

peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas
dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan
tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus
didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh,
tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan

alasan apapun juga.

2. Integritas (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi

masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan
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menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian
dibuatnya.

. Kejujuran Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Kejujuran atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan
seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang
ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga
berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan
hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan
keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan
ketentraman hati Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur
peradilan.

. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan
kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain
diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional,
membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk
selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan
aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan profesional.

. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan,
serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk
menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian
hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan
mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
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7. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya

proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang

mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan

harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1)

dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara,

khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan

untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum.

. Budaya Kerja

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian

tugas di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan,

dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1

2
3
4
b.
6
7
8

10.
11.
12

Adil dan tidak diskriminatif;

Cermat;

Santun dan ramah;

Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

Profesional;

Tidak mempersulit;

Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri
Pontianak Kelas IA ;

Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan
peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi

permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
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13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

14. Sesuai dengan kepantasan,; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA juga memiliki budaya kerja sendiri yang
diambil dari Motto Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |A, yaitu MANTAP. Kata MANTAP dalam
motto merupakan kepanjangan dari Melayani, Amanah, Nyaman, Transparan, Akuntabel,

Profesional. Dengan budaya kerja seperti ini, maka seluruh Karyawan dan Hakim pada
Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dituntut untuk dapat bekerja sesuai dengan budaya kerja
yang telah diterapkan dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang sebaik — baiknya.
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J. Struktur Tim SMAP Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Manajemen Puncak

H. Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

v

Ketua FKAP
Sri Harsiwi, S.H., M.H.

!

Wakil FKAP

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.
v
Sekretaris FKAP

Utin Reza Putri, S.H., M.H.

|

Y

!

Internal Auditor

Pembangunan Integritas

Dokumen Control

Koordinator

Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.

Wakil Koordinator:
Yamti Agustina, S.H.

Anggota:

Rendra, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.
Wuryanti, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.
Agus Susianto S.H., ML.H.
Edward Samosir, S.H.. M.H.
Agus Aniwanto, S.H.

R

S

3

r

. Dr. Nova Yuniarti, S.Pi., M.P,
Edward Samosir, S.H., M.H.

=

. Dr. Urif Syarifudin, A.Pi, M.T.A.

Koordinator:
Tri Retnaningsih, S.H.

Wakil Koordinator:
Edi Utomo, S.H., M.H.

Anggota:

1. Syuaidi, S.H.

2. Hery Zuhairi, S.H.

3. Syahrir Riza, S.H.

4. Trsandi Susila Adjic, S.H., M.H.
5. Ferri Yanuardi, S.H.

6. Sandra Oktavia Dewi, S.H.
7. Yuni Ria Putri, $.H.

8. Kusuma Agus Cahyono, S.H.
9. Dedi Suprayogi

10. Uray Herry Yanizar

11, Nur Taufik Hidayat, S.E.

12. Bertholomius, A.Md.

13. Suci Nurvitri

Yuniar Nelly, S.T., MM.

Wakil Koordinator:

Fitriyani
Anggota:

Lily Widyanti, S.E.

Umiyati, S.H.

Desi Herawati, S.H., M.H.
Muhammad Zainul Rahman, S.Kom.
Ratna Marhamah Harahap, S.H.

Tia Ayu Pramita, S.H.

Chorry Iga Setyaningrum, A.Md
Raden Roro Siti Nur Rochmah, S.H.
. Sriyanti Tio Denta Situmorang, S.H.

IU Anindya Larasati, S H.

11.Sri Rahmawati, A.Md.

12. Erna Nurhiddiyanti Novita Dewi, A.Md.
13. Lisa Endah Fatayani, A.Md.
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K. Rincian Tugas Struktur Sistem Manajemen Anti Penyuapan

1. Tugas Manajemen Puncak adalah:

a)

)

Memastikan SMAP, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara
dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada
organisasi;

Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan kedalam proses
organisasi;

Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari sistem
manajemen anti penyuapan

Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal, dan
pentingnya SMAP yang efektif dan memenuhi persyaratan;

Memastikan SMAP dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya;

Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan SMAP;
Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi,

Mempromosikan peningkatan berkelanjutan;

Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan
kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang
tanggung jawab mereka;

Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan
actual.

2. Tugas Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan adalah:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
1)

)

Menetapkan rancangan dan penerapan SMAP

Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas SMAP dan isu terkait SMAP
Menetapkan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen resiko SMAP

Memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan SNI ISO 37001: 2016

Memastikan SMAP dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi

Memastikan SMAP dipertahankan

Memastikan SMAP diperbaiki terus menerus

Melaporkan hasil/kinerja SMAP kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah.
Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam SMAP.

Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan SMAP
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k) Menyelenggarakan program pendukung SMAP keseluruh hakim/pengawas

I) Menetapkan program pelatihan pelatihan yang diperlukan dalam pelaksanaan SMAP

m) Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris, pegawai yang
berprestasi dalam kegiatan SMAP

n) Mengkomunikasikan SMAP kepada pihak internal dan eksternal

o) Mengkoordinasikan kegiatan internal audit

. Tugas Wakil Ketua Fkap adalah:
Mendukung tugas dan fungsi dari Ketua FKAP

. Tugas Sekretaris Ketua Fkap adalah:
a) Membantu Ketua FKAP dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi
b) Memastikan seluruh kegiatan SMAP terdokumentasikan dan terarsipkan

. Tugas Tim Audit Internal adalah:

a) Melakukan audit internal untuk memastikan manajemen anti penyuapan

diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan

secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan

integritas dan Independensi.

b) Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan

unit yang akan diaudit

c) Memastikan Auditor melakukan audit atas bidang yang berbeda.

d) Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali.

e) Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.

f) Melaporkan hasil audit internal kepada Ketua FKAP, Manajemen Puncak dan Dewan

Pengarah.

Tugas Tim Pembangun Integritas adalah:
a) Merencanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);

b) Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas SMAP dan isu terkait

penyuapan;
c) Melaksanakan SMAP;
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7,

d)

Menyediakan konsultasi untuk internal dan eksternal terkait integritas dan pelaksanaan
SMAP,;

Mengelola laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi bekerja sama dengan Tim
Pengelola Gratifikasi;

Memastikan Pegawai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang berkewajiban
melaporkan LHKPN, melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sesuai ketentuan yang berlaku.

Tugas Document Control adalah:

a)

b)

d)

Document Control bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen (Internal dan
Ekstemal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke bagian yang terkait dan
Penarikan serta Penghapusan Dokumen;

Ketua FKAP dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan Kerja
Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA
Ketua FKAP harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA
dikenali dan pendistribusiannya terkendali;

Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan mempunyai
kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di
Unitnya;

Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya Dokumen
terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di
bagiannya;

L. Profil Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA berkantor di Jalan Sultan Abdurranman No. 89 Pontianak

memiliki wilayah hukum Pengadilan mencakup seluruh wilayah administrasi kota Pontianak dan
khusus untuk perkara Hubungan Industrial, perkara tidak pidana Perikanan dan perkara tindak
pidana Korupsi wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mencakup seluruh Provinsi
Kalimantan Barat.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan

umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta
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menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |A bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama.

Adapun peta yuridikasi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Yuridiksi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA meliputi seluruh wilayah administrasi kota
Pontianak:

s
T
é? KABUPATEN KUBU RAYA
& .
&
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x
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2. Yuridiksi Pengadilan kekhususan ( PHI/Perikanan/ Tipikor) :

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PRCYE
AL MANTAN TS

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |IA diserahi
tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan
keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |A apabila diminta. Pemberian keterangan,
pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan

dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Berikut tugas pokok dan fungsi
dari Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yaitu :

1. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang
Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik
dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
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. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Negeri Pontianak
Kelas IA wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill), yang meliputi pembuatan
rencana kerja (planning), mengatur pelaksanaannya (organizing), menggerakkan (actuating)
dan mengawasi pelaksanaannya (controlling).

. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh
tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik administrasi perkara
maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang,
karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

. Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan
koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para
pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan
kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan
cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional,

kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak menganggu pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka
Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga
tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak
menyimpang dari jalurnya.

. Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan
baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit
terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural
dan pejabat peradilan lainnya.

Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para
pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera

Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris dan Kepala Sub
Bagian.

. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama
dengan baik.

Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka

mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
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10.

11.

12

13

14.

15.

16.

17.

18.

18,

20.
21,
22.

23.

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.

Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para
Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh
karyawan.

Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk

serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.

Melakukan pengawasan intern dan extern:

a. Intern: pejabat peradilan, keuangan dan material.

b. Extern: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu.

Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan
peningkatan jabatan.

Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada
asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala
dengan para Hakim.

Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.

Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharmayukti Karini, lkahi, Ipaspi.

Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama
dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari
nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila
dipandang periu.

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas,

maka Pimpinan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas
(job description) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilansebagai
penanggung jawab dan pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya
sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut:
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Pembagian Tugas dan Wewenang antara Ketua dan Wakil Ketua.

Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka Wakil Ketua bertugas sebagai

berikut:

a.

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
Mewakili Ketua bila berhalangan.

Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah

a.

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan
hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

. Tugas Hakim

Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan
tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana,
Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial , Perikanan dan bagian Kesekretariatan serta
pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

Melakukan pengawasan dan pengamatan (WASMAT) terhadap pelaksanaan putusan

pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

. Tugas Pejabat Kepaniteraan.

a. Panitera

1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2) Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.

3) Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi
secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi
keuangan perkara perdata.

4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku
daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat
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C.

d.

lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

5) Membuat akta dan salinan putusan.

6) Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

7) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Panitera Muda

1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan
pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan unitnya masing-masing.

Panitera Pengganti
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan
kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

Jurusita
Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang
dan/atau Panitera.

4. Tugas Pejabat Kesekretariatan

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada

semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Dalam hal ini fungsi

Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

a.
b.

Melakukan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Melakukan Sub Bagian Umum dan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya
perkara/uang titipan pihak ketiga.

Melakukan Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Unit Sekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu:

a.

b.

C.

Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan
Sub Bagian Umum, dan Keuangan
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
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1)

Sekretaris, bertugas:

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan,

sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Neger;

2) Kepala Sub Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan, bertugas:

a) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi dan statistik

b) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana, bertugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan
organisasi dan tatalaksana.

4) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, bertugas melaksanakan penyiapan

pelaksaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

M. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(Berdasarkan Perma No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan)

| SSESKETUATEE |

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO
SUTRISNO, S.H., M.H.

[ WAKIL KETUA ]
SRI HARSIWI, 5. H., M.H.

LD JABATAN UL AL |
T PG AL FUTT AR AN
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N. Kebijakan Anti Penyuapan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Sejalan dengan komitmen Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk mewujudkan yang

Pengadilan Negeri yang Agung dengan memberikan pelayanan hukum yang adil dan memiliki

kepastian hukum, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengimplementasikan Sistem Manajemen

Anti Penyuapan.

Sistem ini berjalan selaras dengan program Zona Integritas dan Akreditasi Mutu yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pimpinan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dan seluruh pegawai di
lingkungan pengadilan berkomitmen:

1.

Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pencari keadilan dan masyarakat dengan
tulus dan ikhlas dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan tanpa penyuapan, gratifikasi
dan pungutan liar.

Tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang
tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau
tidak langsung dalam di lokasi manapun yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja dan tugas dan dalam upaya pencapaian
tujuan organisasi.

Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia sebagai aparatur
Pengadilan.

Menjamin kerahasiaan dan perlindungan dari tindakan balasan terhadap pelaporan terhadap
dugaan pelanggaran yang didasari oleh itikad baik dan kewajaran

Penerapan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan dan peraturan
yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dan melakukan evaluasi

secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen anti penyuapan dan
pelaksanaannya.

Setiap Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA bertanggungjawab

untuk menaati dan melaksanakan Kebijakan ini. Segala bentuk pelanggaran atas kebijakan anti
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penyuapan ini akan mendapat konsekuensi sesuai aturan perundangan, kebijakan dan peraturan

organisasi,

KETUA PEN

=
- .

Y,
1

Pontianak , Juni 2022

,gfgtetapkan oleh,
o ;0‘.‘{'.-\

E\RI PONTIANAK KELAS IA

isno, \$.H., M.
1993031002

0. Manajemen Resiko Penyuapan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merencanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

dengan mempertimbangkan :
1.
2
3.

memahami organisasi dan konteksnya

peluang peningkatan yang ditujukan untuk:
a)
mencapai sasaran yang dimaksud,
b)
kebijakan dan sasaran anti penyuapan

kebutuhan & harapan pihak yang berkepentingan, penilaian resiko penyuapan
memberi kepastian yang wajar bahwa sistem manajemen anti penyuapan dapat

mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan yang relevan dengan

Organisasi harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko penyuapan dan peluang

untuk peningkatan, bagaimana untuk mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ini pada

proses Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta mengevaluasi keefektifan dari tindakan

tersebut. Risiko penyuapan perlu diidentifikasi dan dievaluasi secara periodik.

Hasil identifikasi Risiko Penyuapan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |IA yang telah disusun

dimuat dalam LAMPIRAN “A.”
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P. Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Sasaran Manajemen Anti Penyuapan disusun dan dievaluasi secara periodik oleh Tim FKAP.
Adapun rencana dan sasaran yang ditetapkan sebagaimana dalam “LAMPIRAN B.”
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BAB Il
IMPLEMENTASI KRITERIA

Dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |A telah
menyusun kriteria pelaksanaan sebagai berikut:

A. Komitmen Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA bertekad untuk menjalankan sistem manajemen anti
penyuapan secara konsisten dan konsekuen untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang
diinginkan. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mewajibkan kepada Panitera dan
Sekretaris untuk:

1) Memahami Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan menjalankannya secara konsisten.

2) Mengkomunikasikan kepada pegawai (pelaksana) tentang pentingnya Sistem Manajemen Anti
Penyuapan.

3) Mensosialisasikan kebijakan anti penyuapan dan sasaran — sasaran yang ingin dicapai

4) Melakukan evaluasi untuk melihat efektifitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

5) Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan sistem

6) Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek kegiatan.
DOKUMEN TERKAIT

e Komitmen bersama Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |IA

B. Kebijakan Anti Penyuapan

Kebijakan Anti Penyuapan merupakan pandangan dan kebijakan manajemen terhadap anti
penyuapan yang sesuai dengan tujuan organisasi yaitu agar selalu dapat memenuhi harapan dan
memuaskan pelanggan, serta dapat memenuhi semua peraturan yang berlaku. Kebijakan Anti
Penyuapan yang merupakan perwujudan komitmen dari manajemen puncak dalam memenuhi
persyaratan, baik persyaratan pelanggan maupun persyaratan peraturan dan perundang-undangan
dan terus-menerus meningkatkan keefektifan sistem manajemen Anti Penyuapan, dikomunikasikan
dan dimengerti oleh segenap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

Manajemen puncak menetapkan, memelihara dan meninjau kebijakan anti penyuapan yang:

Melarang penyuapan
2. Mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang
berlaku pada organisasi

3. Sesuai dengan tujuan organisasi,
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4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti
penyuapan

5. Termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan
Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang
wajar, tanpa takut tindakan balasan;

7. Termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti
penyuapan;
Menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan

9. Menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan

Kebijakan Anti Penyuapan yang ditentukan, dapat menjadi kerangka untuk menetapkan dan
meninjau Sasaran Anti penyuapan secara berkelanjutan.

Kebijakan Anti Penyuapan perlu ditinjau agar terus-menerus sesuai dengan tujuan organisasi
yang dideskripsikan melalui Visi organisasi.

Mengingat perkembangan teknologi dan sistem yang dinamis, manajemen akan selalu
meninjau sistem anti penyuapan dan operasinya, termasuk Kebijakan Anti Penyuapan dan Sasaran
nya agar selalu dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Selaras dengan hal itu, organisasi menjalankan sistem yang mengedepankan perbaikan
berkelanjutan (continual improvement) terhadap keefektifan sistem manajemen Anti Penyuapan
pada semua aktivitasnya, melalui pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat
diketahui lebih jauh harapan pemangku kepentingan.

Pernyataan Kebijakan Anti Penyuapan dipasang di tempat-tempat yang strategis di kawasan
Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dan diadakan penyuluhan kepada seluruh hakim dan
pegawai agar Visi, Misi, Motto, Perilaku Pelayanan, Kebijakan Anti Penyuapan organisasi ini
dipahami, diterapkan dan dipelihara seluruh hakim dan pegawai dari semua tingkatan.

DOKUMEN TERKAIT

e Susunan Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan

e Surat Keputusan dan Uraian pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Pengadilan

e Komitmen bersama Hakim dan Pegawai terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan Pengadilan

o Kebijakan Anti Penyuapan

e Pakta Integritas oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan
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C. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan ( FKAP )

Ketua FKAP adalah seorang hakim (atau wakil ketua pengadilan) yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas

implementasi  sistem manajemen anti penyuapan.Ketua FKAP mendapat otoritas yang cukup

untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan SK Penunjukan untuk :

:

2
3
4.
5

11.
12.

Mengembangkan sistem manajemen anti penyuapan sesuai persyaratan standar.

. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.

Menjamin sistem manajemen anti penyuapan dipertahankan.

Menjamin sistem manajemen anti penyuapan diperbaiki terus menerus.

Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada Manajemen
Puncak.

Mengupayakan peningkatkan kesadaran/ pemahaman pegawai dalam sistem
manajemen anti penyuapan.

Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem
manajemen anti penyuapan.

Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran anti
penyuapan keseluruh pegawai.

Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh pegawai.

. Memberikan penghargaan kepada Panitera, Sekretaris, pegawai, hakim yang berprestasi

dalam kegiatan sistem manajemen anti penyuapan.

Melakukan komunikasi anti penyuapan kepada seluruh hakim dan pegawai.
Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan peningkatan berkelanjutan.
DOKUMEN TERKAIT

e Dokumen Tinjauan FKAP

D. Pengambilan Keputusan yang Didelegasikan

Manajemen puncak dapat mendelegasikan wewenang kepada personel yang ditugaskan untuk

membuat keputusan terkait dengan terdapatnya risiko penyuapan di atas batas rendah dengan tetap

memastikan proses ini ditinjau secara berkala sebagai bagian dari peran dan tanggungjawabnya

untuk penerapan dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan. Pendelegasian

wewenang ditetapkan melalui surat keputusan yang disusun sesuai kebutuhan.

Dokumen Terkait
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e Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan

e Surat Keputusan dan Uraian pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan
E. Identifikasi Risiko Penyuapan

TIM FKAP melakukan koordinasi dalam melakukan identifikasi risiko penyuapan di masing-
masing unit secara berkala (minimal 1 tahun sekali) untuk mengantisipasi risiko penyuapan.
Masing-masing unit menganalisa, menilai dan memprioritaskan risiko-risiko penyuapan yang
teridentifikasi. Hasil identifikasi risiko harus terdokumentasi.

DOKUMEN TERKAIT

e Hasil Identifikasi Dan Penilaian Risiko Penyuapan (risk register)
e SOP Penyusunan Risk Register

F. Sasaran Anti Penyuapan

Sasaran Anti Penyuapan menggambarkan parameter-parameter yang terukur dengan
penetapan target yang relevan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan proses-proses
yang sudah ditetapkan. Sasaran Anti Penyuapan yang ditetapkan selalu terukur, konsisten dan
searah dengan Visi, Misi, Motto, Perilaku Pelayanan dan Kebijakan SMAP.

Sasaran Anti Penyuapan ditetapkan di masing-masing Unit dan disahkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri Pontianak Kelas IA . Evaluasi terhadap pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dilakukan
secara periodik dalam Laporan Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dari masing-masing Unit
kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, dengan mengacu pada periode pengukuran
pencapaian terhadap sasaran SMAP yang ditetapkan pada masing-masing unit, dan dimasukkan
sebagai salah satu agenda pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

DOKUMEN TERKAIT :

» Sasaran dan Rencana Kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan

G. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA menjamin ketersediaan hakim dan pegawai yang bekerja
memiliki kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, keahlian dan pengalaman yang sesuai
dalam menjalankan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Ketersediaan Sumberdaya:

1. Sumberdaya untuk menjalankan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan dipastikan terpenuhi.

2. Sumberdaya yang diperlukan diidentifikasi oleh Panitera dan Sekretaris dan disampaikan

kepada manajemen melalui mekanisme yang telah diatur .

DOKUMEN TERKAIT :
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Daftar Rencana dan Realisasi Pelatihan Pegawai (Pelatihan SMAP, SIWAS dan WBS)

H. Proses Rekrutmen

Terkait proses memperkerjakan dan hubungan kepegawaian yang ada pada lingkungan
Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA , Manajemen Puncak perlu memastikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Personil memenuhi persyaratan untuk mematuhi kebijakan anti penyuapan dan sistem

manajemen anti penyuapan
Memberikan akses kepada kebijakan anti penyuapan

3. Terdapat prosedur terkait tindakan disipliner terhadap personil yang melanggar kebijakan

anti penyuapan

4. Lingkungan kerja yang adil bagi pihak-pihak yang menjalankan kebijakan anti penyuapan

Uji kelayakan dilakukan terhadap personil yang akan menempati posisi yang memiliki risiko
penyuapan di atas batas rendah.
DOKUMEN TERKAIT

o SOP Rekrutmen Pegawai (sesuai kewenangan pengadilan)

e Dokumen terkait Hukuman Disiplin (SK Ketua pengadilan tentang pembentukan tim
pemeriksa beserta laporan hasil pemeriksaan yang dikirimkan ke pengadilan tingkat
banding atau BAWAS dan bukti meneruskan pengaduan dari masyarakat ke BAWAS)

o Kontrak kerja

o Pakta Integritas

I. Kompetensi, Kepedulian, dan Pelatihan

Kompetensi yang diperlukan oleh setiap pegawai agar dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara tepat dan benar sesuai dengan sasaran dan persyaratan yang telah
direncanakan harus dipastikan dipenuhi. Seluruh Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab untuk

1. Menentukan pelatihan yang diperlukan oleh setiap bawahannya

2. Memastikan pelatihan dilaksanakan. Pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk, atau
kegiatan apapun yang bertujuan memberikan kompetensi kepada karyawan.
Mengambil tindakan lainnya selain pelatihan yang sesuai dengan permasalahan

4. Mengevaluasi efektif/ tidaknya tindakan yang telah diambil
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5. Meningkatkan kesadaran pegawai mengenai pentingnya peranan setiap pegawai dalam
pekerjaan mereka untuk mencapai sasaran SMAP demi kepuasan pemangku
kepentiangan

6. Mengelola arsip pegawai yang memuat informasi mengenai pelatihan, keterampilan dan
pengalaman kerja pegawai.

DOKUMEN TERKAIT
e Daftar Rencana dan Realisasi Pelatihan Pegawai (Pelatihan SMAP, SIWAS dan WBS)

J. Lingkungan Kerja

1. Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja senantiasa dalam
kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan.

2. Manajemen Puncak, Hakim dan Pegawai berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar
lingkungan kerjanya terkendali.

3. Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan untuk mendukung komitmen anti penyuapan
pemangku kepentingan dan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan proses
pelayanan yang telah ditetapkan.

DOKUMEN TERKAIT

e Instruksi Larangan menerima tamu yang berhubungan dengan perkara
e SOP Pemeriksaan Dari Hasil Pengawasan Atasan Langsung
e SOP Penanganan Pengaduan

K. Anggaran Pengadilan

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat mengalokasikan anggaran secara efisien dan
efektif serta memilki kebijakan dalam memonitoring serta evaluasi penggunaaan anggaran.
DOKUMEN TERKAIT

e SOP Uji Kelayakan terhadap transaksi keuangan dan pemilihan rekan bisnis

L. Komunikasi Internal

Komunikasi internal Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA antar pimpinan/ pegawai/ hakim
merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya sistem
komunikasi dipastikan diatur dengan baik dan menekankan hal-hal sebagai berikut:
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M.

Mg xR

. Top Manager mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan

lancar.

Komunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman bawahannya mengenai sistem
manajemen anti penyuapan.

Komunikasi diarahkan agar pegawai memahami target-target pekerjaan yang ingin dicapai.
Komunikasi diarahkan untuk memastikan persyaratan yang telah ditetapkan dipenuhi.
Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.

Komunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen anti penyuapan kepada hakim
dan pegawai

Komunikasi internal membangun kesadaran anti penyuapan demi kepuasan pengguna
pengadilan

8. Penyelenggaraan rapat dapat terkoordinasi dan diatur dengan baik.

9. Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris setiap

bulan

10. Panitera dan Sekretaris mengadakan komunikasi internal dengan anggota Unit setiap bulan

DOKUMEN TERKAIT
e Prosedur Komunikasi Internal (mengikuti standar mutu)

o Dokumen Uji Kelayakan terhadap transaksi keuangan dan pemilihan rekan bisnis.

Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal adalah proses berbagi informasi atau pesan antara pimpinan Pengadilan

Negeri Pontianak Kelas IA dan pihak luar/instansi lain (seperti Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga

Pemasyarakatan) sehingga didapatkan suatu pengertian yang sama terhadap pesan atau informasi
yang dimaksud agar tercipta hubungan kerja sama antara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA

Kelas IA dengan instansi lain/pihak lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu Manajemen Puncak perlu:

8
2.

Mengupayakan agar komunikasi dengan isnstansi/pihak lain berjalan dengan lancar.
Komunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman yang sama untuk pencapaian
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dokumen terkait:

e Dokumen Pendukung Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan dan Pihak eksternal
(SMAP, SIWAS dan WBS)
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o Dokumen Pendukung Penanganan Keluhan Pengguna Pengadilan (SOP penanganan
pengaduan, register pengaduan, SK Petugas Meja Pengaduan dan Akun pada Aplikasi
SIWAS).

e SOP Penanganan Benturan Kepentingan

N. Informasi Terdokumentasi Dokumentasi

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA menentukan, mendokumentasikan dan memelihara
Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan serta
hasilnya memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan disesuaikan
dengan jenis usaha/kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA , dengan memperhatikan unsur-
unsur persyaratan standar yang berlaku. Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Negeri
Pontianak Kelas IA di dokumentasikan dalam bentuk dan terdiri dari:

1. Manual SMAP
Kebijakan umum Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA terhadap aktivitas operasional
yang dilakukan, yang harus memenuhi persyaratan standar dan merupakan pedoman bagi
penyusunan dokumentasi.
2. Sasaran SMAP
Menggambarkan parameter-parameter yang terukur dengan penetapan target yang relevan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan proses-proses yang sudah ditetapkan.
3. Standar Operasional Prosedur
Dokumen yang menguraikan isi Manual Mutu atau Manual SMAP tentang langkah-
langkah/tata urutan kegiatan operasional yang dilakukan seluruh Unit sebagai pedoman
bagi siapa saja yang akan melakukan pekerjaan tersebut secara terkendali dan konsisten.
4. Dokumen Pendukung.
Dokumen yang mendukung, yang dijadikan sebagai acuan/ referensi. Dokumen yang
masuk dalam dokumen pendukung merupakan pendukung proses kegiatan antara lain:
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Keputusan
Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum terkait dengan pengadilan, atau dokumen lain yang
berasal dari luar Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang digunakan sebagai referensi.
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O. Manual Smap

T

Manual Anti penyuapan ini dibuat dan disiapkan oleh Tim Fungsi Kepatuan Anti Penyuapan
(FKAP) dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA selaku Manajemen

Puncak serta didistribusikan oleh FKAP.

Fungsi Kepatuan Anti Penyuapan (FKAP) bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian

dan efektifitas SMAP dengan otoritas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung
jawab dan melaporkan hasil / kinerja SMAP kepada Manajemen Puncak.

Manual SMAP ini termasuk dokumen yang dikendalikan. Tata cara pengendaliannya

mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam standar pelayanan pengendalian

dokumen.

4. Manual ini akan ditinjau ulang 3 (tiga) tahun sekali untuk penyesuaian / perbaikan.

P. Pengendalian Dokumen

Dokumen SMAP dipastikan terkendali, sebagai berikut:

i

Dokumen SMAP adalah dokumen-dokumen yang memuat informasi yang digunakan

sebagai acuan untuk melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan.

Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen SMAP yang dipergunakan adalah

dokumen yang tepat dan benar.

Cara pengendalian dokumen diatur dalam standar pelayanan dan dipahami oleh semua

pihak terkait.

Standar operasional Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal — hal sbb:
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a. Pembuatan dokumen

b. Pemeriksaan dokumen

c. Pengesahan dokumen

d. Menetapkan status dokumen

e. Memberi penomoran pada setiap dokumen

f. Pendistribusian dokumen

g. Penerimaan dokumen

h. Peninjauan ulang / revisi dokumen

i. Penanganan dokumen eksternal
j. Penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku.

5. Manual SMAP dan standar pelayanan umum serta dokumen — dokumen eksternal serta
kegiatan pendukung lainnya seperti uraian tugas, rencana perbaikan dan
berkesinambungan dikendalikan oleh FKAP.

DOKUMEN TERKAIT

e SOP Pengendalian Dokumen SMAP

e Dokumen Pendukung Pengendalian Dokumen (SOP Pengendalian dokumen, daftar
dokumen terkait SMAP dan foto penyimpanan dokumen SMAP).

Q. Pengendalian Rekaman

Semua rekaman / arsip dikelola dengan baik.
a. Arsip adalah dokumen berisi informasi historis yang timbul dari kegiatan yang telah
dilaksanakan.
b. Tujuan pengendalian rekaman adalah untuk memastikan semua data kegiatan dapat
dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan.
c. Rekaman dipastikan aman, teridentifikasi dengan jelas, dan ditata dengan rapi sehingga
mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan.
d. Rekaman yang ada Unit dikendalikan oleh masing — masing Unit
DOKUMEN TERKAIT
e SOP Pengendalian Dokumen SMAP

e Dokumen Pendukung Pengendalian Dokumen (SOP Pengendalian dokumen, daftar
dokumen terkait SMAP dan foto penyimpanan dokumen SMAP).
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R. Operasional

1

10.

Seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas |A harus
memahami dan menerapkan kebijakan anti penyuapan pada setiap pelaksanaan tugasnya.
Manajemen Puncak memastikan setiap unit telah melaksanaan penilaian risiko penyuapan
dan sasaran anti penyuapan di setiap unit direncanakan, diterapkan, ditinjau dan di
kendalikan untuk memenuhi syarat sistem manajemen anti penyuapan.

Untuk setiap penilaian risiko di atas batas rendah yang berhubungan dengan
transaksi/proyek/aktivitas, rekan bisnis dan kategori personil harus dilakukan uji kelayakan
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian keuangan yang sesuai dengan peraturan dan standar keuangan
pemerintahan yang berlaku dan/atau standar manajemen anti penyuapan

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pengadaan, operasional, pelayanan
dan sumberdaya manusia, hukum dan regulasi harus mengacu pada ketentuan dan
peraturan terkait.

Setiap hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA harus
menolak pemberian hadiah, gratifikasi, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan yang
berkaitan dengan jabatan dan tugasnya. Seluruh penerimaan terkait jabatan dan tugas
maka harus dilaporkan pada unit pengelola gratifikasi.

Sistem Pengawasan (SIWAS) untuk media pengaduan masyarakat disosialisasikan
kepada masyarakat untuk membantu proses pengawasan sistem manajemen anti
penyuapan.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA menjamin Kerahasiaan dan Keamanan pelaporan
dari setiap pegawai dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan pihak-pihak
terkait lainnya terkait perilaku setiap pegawai yang mungkin bertentangan dengan Nilai dan
Prinsip Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA , termasuk tindakan yang melanggar
kebijakan ini (atau prosedur yang terkait).

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA melarang pembalasan dan melindungi pelapor dari
pembalasan atas laporannya yang beritikan baik atau atas keyakinan yang wajar tentang
suatu upaya tentang percobaan, dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kebijakan anti
penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan

Apabila terdapat pelaporan ataupun pelanggaran sistem manajemen anti penyuapan pada
pelaksanaan tugas maka dapat dilanjutkan proses investigasi sesuai dengan peraturan dan
koordinasi dengan pihak BAWAS Mahkamah Agung.
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11. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan hukuman disiplin berupa pemutusan
hubungan kerja bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan penjatuhan
hukuman disiplin pegawai bagi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu,
pelanggaran dapat diproses dan dituntut secara perdata maupun pidana sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Penanganan Pengaduan
2. SOP Penanganan Benturan Kepentingan

3. Dokumen Pendukung Penanganan Keluhan Pengguna Pengadilan (SOP penanganan

pengaduan, register pengaduan, SK Petugas Meja Pengaduan dan Akun pada Aplikasi
SIWAS).

S. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memantau sejauhmana pelaksanaan SMAP telah mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja anti penyuapan dan
kefektifan serta efisiensi dari sistem manajemen anti penyuapan yang ada. Seluruh hasil evaluasi
harus terdokumentasi dengan baik.

Pemantauan kinerja kepatuhan dapat mencakup dibawah ini:

Ketidakpatuhan dan insiden tanpa efek yang merugikan
Ketika persyaratan anti peyuapan tidak terpenuhi;
Ketika sasaran tidak tercapai;

-l

Status budaya kepatuhan

T. AuditInternal

1. Tujuan audit adalah untuk memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
dimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan;

2. Tim audit dibentuk oleh Tim FKAP dan disahkan oleh Manajemen Puncak dan dibekali
pelatihan yang cukup sebelum melaksanakan audit.

3. Rencana audit direncanakan oleh ketua tim audit dengan mempertimbangkan tingkat
kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit

4. Audit harus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta

mengedepankan integritas dan independensi.
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5. Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu minimal 6
bulan sekali.
6. Dalam setiap pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan hasil audit yang terdahulu
untuk mengevaluasi efektivitasnya.
7. Kriteria audit, lingkup, frekuensi dan metode-metode yang akan digunakan dipastikan
ditentukan dalam prosedur audit internal.
8. Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan persyaratan audit.
9. Panitera dan Sekretaris yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan
audit pada Unit-nya.
10. Tindakan perbaikan diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang
telah ditemukan
11. Tindak lanjut audit harus mencakup verifikasi terhadap tindakan yang telah diambil.
12. Ketua tim audit bertanggung jawab dan melapor kepada Tim FKAP
DOKUMEN TERKAIT
e SOP Audit Internal
e Dokumen Pendukung Audit Internal (SK Manajemen Puncak mengenai Tim Audit
Internal dan pembagian tugas, bukti pelaksanaan Audit Internal yang berisi bisnis proses
yang dilakukan audit, temuan dan rekomendasi)

U. Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Tim FKAP harus menilai secara berkelanjutan apakah sistem manajemen anti penyuapan cukup

efektif merespon risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi dan apakah sistem

manajemen penyuapan telah diterapkan secara efektif, termasuk hasil investigasi dan audit.

Tinjauan dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali dan hasil Evaluasi disampaikan kepada

Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah sebagai bahan untuk Tinjauan Manajemen.
DOKUMEN TERKAIT

e Dokummen Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.

V. Tinjauan Manajemen Terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Evaluasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka
pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem
Manajemen Anti Penyuapan.
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Input
Manajemen Puncak Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA melaksanakan Rapat Tinjauan
Manajemen 6 (enam) bulan sekali atau bisa dilakukan sebelum 6 (enam) bulan sejak Rapat
Tinjauan Manajemen terakhir manakala ada pergantian Manajemen Puncak dan Manajemen
Puncak baru merasa perlu untuk segera mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen.
Rapat Tinjauan Manajemen dipastikan terdokumentasi/ dinotulenkan :
1. Agenda dan materi ditentukan jauh hari sebelum Rapat Tinjauan Manajemen
dilaksanakan.
Materi rapat disiapkan oleh Ketua FKAP.
3. Agenda rapat tinjauan manajemen mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:
Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya
Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
Hasil pemantauaan dan pengukuran dari Tim FKAP
Hasil audit
Laporan penyuapan
Penyelidikan

@ ™o a0 T D

Sifat dan tingkat risiko penyuapan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri
Pontianak Kelas IA dan keefektifan tindakan yang diambil (antara lain terhadap
nilai transaksi keuangan yang tinggi, uji kelayakan pada personil yang memiliki
resiko tinggi dan juga rekan bisnis yang memiliki resiko tinggi)
h. Peluang peningkatan berkelanjutan dari SMAP
i. Keefektifan tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan;
j. Peluang peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan
Output
1. Hasil rapat tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (per
Unit)
2. Hasil rapat tinjauan manajemen memuat keputusan/ kesimpulan mengenai tindakan-
tindakan yang perlu diambil.
3. Tata cara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur rapat tinjauan

manajemen

DOKUMEN TERKAIT
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Dokumen Pendukung Tinjauan Manajemen (undangan rapat tinjauan manajemen, notulen

rapat yang berisi daftar temuan audit internal yang dilakukan peninjauan dan rekomendasi

perbaikan berkelanjutan)

W. Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

1. Ketika terjadi ketidaksesuaian pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap

persyaratan, Tim FKAP dan Manajemen Puncak harus segera mengambil tindakan untuk

mengendalikan dan mengoreksinya serta sepakat terhadap konsekuensinya.

2. Hasil yang tidak sesuai harus dilakukan tindakan perbaikan dan jika diperlukan membuat

perubahan terhadap sistem manajemen anti penyuapan.

3. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang diambil harus dicatat

4. Bilamana terjadi ketidaksesuaian, maka harus mengambil langkah-langkah yang sesuai

untuk menanggulangi akibat /potensi akibatnya.

5. Diperlukan tinjauan untuk menilai efektifitas dari setiap tindakan korektif yang diambil

DOKUMEN TERKAIT:

o Dokumen Pendukung Perbaikan Berkesinambungan

o Dokumen Pendukung Pencegahan

X. Perbaikan

Peningkatan Berkelanjutan

a. Seluruh Pegawai, Hakim dan Manajemen Puncak wajib melakukan perbaikan secara terus

menerus terhadap efektivitas sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan tugas,

tanggung jawab dan wewenangnya.

b. Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan anti

penyuapan, sasaran anti penyuapan, hasil audit, analisa data tindakan perbaikan dan
prevensi, Tinjauan Manajemen, Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.

DOKUMEN TERKAIT

e Dokumen Pendukung Pencegahan

¢ Dokumen Pendukung Perbaikan Berkesinambungan

Tindakan Perbaikan

a. Tindakan perbaikan harus sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan.

b. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mengambil tindakan perbaikan untuk mengurangi
penyebab ketidaksesuaian dalam rangka untuk mencegah ketidaksesuaian terulang lagi.
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c. Perbaikan dilakukan setiap saat jika mendaatkan 2 hal, yakni: referensi baru, dan
berdasarkan hasil temuan audit.
d. Standar pelayanan perbaikan harus mencakup:
1) Meninjau ketidaksesuaian termasuk keluhan/laporan pengguna pengadilan.
2) Menentukan penyebab ketidaksesuaian.
3) Mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan ketidaksesuaian tidak
terulang lagi.
4) Menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan.
5) Merekam hasil tindakan yang diambil.
6) Meninjau tindakan perbaikan yang diambil.
DOKUMEN TERKAIT

e Dokumen Pendukung Pencegahan

Tindakan Pencegahan

1.

Menentukan tindakan untuk mengurangi penyebab potensial ketidaksesuaian untuk
mencegah peristiwa tersebut. Tindakan pencegahan harus sesuai dengan penyebab
masalah yang potensial.

Standar pelayanan pencegahan harus mencakup:

a. Menentukan potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya.

Mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan untuk, mencegah peristiwa ketidaksesuaian.
Menentukan dan menerapkan tindakan yang dibutuhkan.

Merekam hasil tindakan yang diambil.

® a0 T

Meninjau tindakan pencegahan yang diambil.
DOKUMEN TERKAIT

¢ Dokumen Pendukung Pencegahan
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BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A. SOP Terkait:

SOP Penanganan Pengaduan

SOP Penyusunan Risk Register
SOP Audit Internal

SOP Pengendalian Dokumen SMAP

SOP Penanganan Benturan Kepentingan

@ o N o 60 A~ 0 h =

SOP Rekrutmen Pegawai (sesuai kewenangan pengadilan)

SOP Pemeriksaan Dari Hasil Pengawasan Atasan Langsung

SOP Uiji Kelayakan terhadap transaksi keuangan dan pemilihan rekan bisnis.
SOP masing-masing unit yang terkait SOP yang terkait dengan Manajemen Mutu

tetap digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan standar manajemen anti

penyuapan
B. Dokumen terkait lainnya:

Hasil identifikasi isu internal dan eksternal

Penetapan ruang lingkup SMAP
Manual/Pedoman SMAP
Kebijakan Anti Penyuapan.
Dokumen Tinjauan FKAP.

o OB s 0 o

Anti Penyuapan Pengadilan

Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

Dokumen Uji Kelayakan terhadap transaksi keuangan dan pemilihan rekan bisnis
Komitmen bersama Hakim dan Pegawai terkait pelaksanaan Sistem Manajemen

9. Susunan Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan

10. Surat Keputusan dan Uraian pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Pengadilan

11. Pakta Integritas oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan
12. Hasil Identifikasi Dan Penilaian Risiko Penyuapan (risk register)
13. Sasaran dan Rencana Kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan

53




W17-

Nomor - | U1/01/MM/OT.00/01/06
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK /2022
KELAS 1A Tanggal )
Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pembuatan SUapnl 2080

Pontianak Tanggal Revisi
Fax: (0561) 763214-763196 o
Website: http://pn-pontianak.go.id abiclla
Email: pengadilannegeriptk@gmail.com | Tanggal Efektif : | 20 Juni 2022
Ketua Pengadilan
Disahkan Oleh . | Negeri Pontianak Kelas
IA
MANUAL SMAP

14. Kontrak kerja

15. Daftar Rencana dan Realisasi Pelatihan Pegawai (Pelatihan SMAP, SIWAS dan
WBS)

16. Instruksi Larangan menerima tamu yang berhubungan dengan perkara

17. Prosedur Komunikasi Internal

18. Dokumen Pendukung Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan dan Pihak
eksternal (SMAP, SIWAS dan WBS)

19. Dokumen Pendukung Penanganan Keluhan Pengguna Pengadilan (SOP
penanganan pengaduan, register pengaduan, SK Petugas Meja Pengaduan dan
Akun pada Aplikasi SIWAS).

20. Dokumen Pendukung Pengendalian Dokumen (SOP Pengendalian dokumen,
daftar dokumen terkait SMAP dan foto penyimpana dokumen SMAP).

21. SK Unit Pengendalian Gratifikasi

22. Dokumen Pendukung Audit Internal (SK Manajemen Puncak mengenai Tim Audit
Internal dan pembagian tugas, bukti pelaksanaan Audit Internal yang berisi bisnis
proses yang dilakukan audit, temuan dan rekomendasi)

23. Dokumen Pendukung Tinjauan Manajemen (undangan rapat tinjauan manajemen,
notulen rapat yang berisi daftar temuan audit internal yang dilakukan peninjauan
dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan)

24. Dokumen Pendukung Perbaikan Berkesinambungan

25. Dokumen Pendukung Pencegahan

26. Dokumen terkait Hukuman Disiplin (SK Ketua pengadilan tentang pembentukan tim
pemeriksa beserta laporan hasil pemeriksaan yang dikirimkan ke pengadilan tingkat
banding atau BAWAS dan bukti meneruskan pengaduan dari masyarakat ke
BAWAS)
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Demikian Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas
IA ini dibuat dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk dijadikan acuan
dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan sistem manajemen anti
penyuapan serta tugas, fungsi dan tanggung jawab seluruh pegawai/hakim di lingkungan
Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya masing-masing.

Pembuatan Manual SMAP ini merupakan awal dari rangkaian implementasi Sistem
Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Negeri yang bertujuan agar Pengadilan Negeri
Pontianak Kelas IA mampu memberikan pelayanan Pengguna Pengadilan tanpa penyuapan, pungli,
dan gratifikasi, berkualitas, terstandar, mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan Pengguna
Pengadilan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelayanan pengguna pengadilan aparatur
yang peduli dan terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas niscaya akan melahirkan aparatur
pemerintah yang berintegritas dan kompeten dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Bagi
kami apabila Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA mendapatkan sertifikasi SNI ISO 37001:2016
bukanlah merupakan hasil akhir dari proses implementasi manajemen anti penyuapan tetapi bagi
kami adalah merupakan awal dari penerapan sistem manajemen anti penyuapan diimplementasikan
dan ditingkatkan kualitasnya terus menerus.

Besar harapan kami komitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih bebas penyuapan,
pungli dan anti gratifikasi selalu terjaga dan tetap kuat. Perbaikan dan peningkatan ke arah yang
lebih baik akan tetap kami lakukan sesuai untuk mencapai tujuan kami mencapai Pengadilan Negeri
Pontianak Kelas IA Yang Agung.
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SASARAN MANAJEMEN MUTU ANTI PENYUAPAN

KEBIJAKAN MUTU ANTI PENYUAPAN

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Pontianak Kelas IA adalah
satuan kerja Mahkamah Agung pada peradilan tingkat pertama, yang menyelenggarakan
kekuasaan kehakiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
kebijakan mutu sebagai berikut :

1.

48

10.

11.

Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan
tulus dan ikhlas.

Melarang segala bentuk pemberian baik langsung maupun tidak langsung dan melarang
penyuapan serta berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan.

Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan .

Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu dan akuntabel.

Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri
Pontianak

Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang
wajar, tanpa takut Tindakan balasan.

Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan

Menyediakan sarana prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari
keadilan.

Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.
Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen
Anti Penyuapan dan pelaksanaannya.

Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai Sasaran Mutu
& Anti Penyuapan.

Kebijakan Mutu ini merupakan acuan utama dalam menetapkan sasaran dan program
Pengadilan Negeri, Hubungan Industrian dan Tindak Pidana Korupsi Pontianak Kelas IA,

serta akan ditinjau secara periodic untuk menjamin kesesuaiannya dengan kondisi internal
dan eksternal Pengadilan.

Kebijakan mutu ini harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh hakim dan pegawai
Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Pontianak Kelas IA.

o

P rj\ﬁfﬂ:&l‘»?ﬂ JUNI 2022
51{7‘0@-? igadilan Negeri Pontianak,
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SASARAN MANAJEMEN MUTU ANTI PENYUAPAN

MAKLUMAT SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sebagai pimpinan puncak/top management Sistem
Manajemen Anti Penyuapan menyatakan bahwa maklumat anti penyuapan di Pengadilan Negeri

Pontianak adalah sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri Pontianak berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan
Penyuapan dan Korupsi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan kebijakan Anti
Penyuapan dan Korupsi yang berlaku dilingkungan Pengadilan Negeri Pontianak dengan
melibatkan seluruh pegawai dan mitra kerja maupun yang berhubungan dengan Pengadilan

Negeri Pontianak” .

Kebijakan anti penyuapan tersebut disosialisasikan ke seluruh Pegawai Pengadilan Negeri
Pontianak untuk dipahami dan secara berkala, ditinjau kesesuaiannya terhadap tujuan, Visi dan
Misi Pengadilan Negeri Pontianak. Kebijakan Anti Penyuapan ini juga dapat digunakan sebagai

panduan proses pengambilan keputusan.
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SASARAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Untuk mencapai kebijakan anti penyuapan, Pengadilan Negeri Pontianak menetepkanlsasaran
anti penyuapan di setiap bidang. Sasaran anti penyuapan tersebut dievaluasi pencapaiannya
setiap tahun. Adapun sasaran anti penyuapan di Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai

berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tercapai 80%.

2. Sosialisasi Sistem Anti Penyuapan ke seluruh pegawai Pengadilan Negeri Pontianak

minimal sebanyak 3 kali tahun 2022

3. Pelaporan kekayaan LHKPN dan LHKSN seluruh Pegawai Pengadilan Negeri

Pontianak tercapai 100%

UNI 2022

dilan Negeri Pontianak,




